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ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of public policy communication in the land acquisition
process for the construction of the Pematangsiantar—Parapat toll road, particularly within the
Pematangsiantar City area. The main focus of this research is to examine the effectiveness of policy
communication based on four key indicators proposed by Charles O. Jones: message clarity,
communication channels, policy implementer structure, and public response. In addition, the study
identifies supporting and inhibiting factors in policy communication implementation, as well as the forms
of community response and participation in the land acquisition process. This research employs a
descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews with key
informants, documentation, and field observation. The findings reveal that the government’s policy
communication has not been fully effective. Although formal communication channels such as meetings and
public outreach have been utilized, challenges remain in terms of message clarity, limited community
involvement in deliberations, and distrust in the compensation determination process. Supporting factors
include regulatory backing and the presence of a land acquisition team, while major inhibiting factors
involve information asymmetry and public resistance due to perceived exclusion. The study concludes that
the success of land acquisition is highly dependent on the effectiveness of public policy communication
conducted by the government. There is a need for improved communication strategies that are more
participatory, transparent, and responsive to community needs to ensure the smooth progress of toll road
infrastructure development.

Keywords: Public Policy Communication, Land Acquisition, Toll Road, Pematangsiantar Parapat,
Community Participation.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan komunikasi kebijakan publik dalam proses
pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pematangsiantar — Parapat, khususnya di wilayah Kota
Pematangsiantar. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas komunikasi kebijakan berdasarkan
empat indikator utama menurut Charles O. Jones, yaitu kejelasan pesan, saluran komunikasi, struktur
pelaksana kebijakan, dan respon masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan komunikasi kebijakan, serta bentuk respon dan partisipasi
masyarakat terhadap proses pengadaan tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, dokumentasi,
dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang dilakukan
pemerintah belum sepenuhnya efektif. Meskipun saluran komunikasi formal seperti rapat dan sosialisasi
telah dilakukan, masih terdapat hambatan pada aspek kejelasan pesan, kurangnya keterlibatan masyarakat
dalam musyawarah, serta ketidakpercayaan terhadap proses penetapan ganti rugi. Faktor pendukung dalam
proses ini meliputi dukungan regulasi dan keberadaan tim pengadaan tanah, sementara faktor penghambat
utama adalah ketimpangan informasi dan resistensi masyarakat yang merasa tidak dilibatkan secara utuh.
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Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengadaan tanah sangat bergantung pada
efektivitas komunikasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan perbaikan strategi
komunikasi yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat untuk
mendukung kelancaran proyek pembangunan infrastruktur jalan tol.

Kata Kunci: Komunikasi Kebijakan Publik, Pengadaan Tanah, Jalan Tol, Pematangsiantar — Parapat,
Partisipasi Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai visi pembangunan nasional,
sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025-2045 dan dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024. Infrastruktur
seperti jalan tol tidak hanya meningkatkan konektivitas wilayah, tetapi juga menjadi motor penggerak
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Salah satu proyek strategis nasional yang sedang
dibangun adalah Infrastruktur Jalan Tol Pematangsiantar—Parapat sebagai peningkatan Kawasan Strategis
Pariwisata (KSP) Danau Toba schingga perckonomian daerah ikut meningkat. Sehingga proyek ini dapat
meningkatkan aksesibilitas, menurunkan biaya logistik, dan mendorong sektor pariwisata.

Namun dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur jalan tol sering menghadapi kendala serius pada
tahap pengadaan tanah. Permasalahan utama muncul dalam bentuk penolakan dan resistensi masyarakat,
baik secara terbuka (aksi protes dan keberatan) maupun pasif (ketidakhadiran saat musyawarah). Penyebab
resistensi ini beragam, antara lain tidak mengikutkan partisipasi masyarakat secara penuh dalam penentuan
besaran ganti kerugian, warga yang menolak tanahnya di ganti rugi, serta rendahnya tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah. Hambatan tersebut berdampak langsung pada keterlambatan proyek,
penambahan biaya, dan bahkan berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas.

Dalam konteks inilah komunikasi kebijakan menjadi aspek yang sangat penting. Sebagai proses
penyampaian isi, maksud, dan tujuan kebijakan publik dari pemerintah kepada masyarakat, komunikasi
kebijakan berperan dalam pembuatan kebijakan publik yang dimulai dari tahap perumusan, implementasi,
hingga evaluasi. Komunikasi kebijakan yang baik harus mampu menginformasikan isi kebijakan secara
jelas, menggunakan saluran komunikasi yang sesuai, melibatkan birokrasi yang berperan sebagai pelaksana
kebijakan, serta mengelola feedback atau respon masyarakat saat kebijakan tersebut diimplementasikan.
Dengan demikian, komunikasi kebijakan bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana
membangun kepercayaan, menciptakan partisipasi, dan mengurangi resistensi masyarakat.

Penelitian ini mengkaji komunikasi kebijakan dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan
infrastruktur jalan tol Pematangsiantar—Parapat, dengan fokus pada tahap implementasi kebijakan sebagai
titik kritis. Teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones digunakan sebagai grand teori, yang melihat
keberhasilan implementasi melalui tiga dimensi, yakni organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Untuk
memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan empat indikator utama komunikasi kebijakan, yaitu:

a. Kejelasan informasi kebijakan,

b. Saluran komunikasi yang digunakan

c. Kejelasan pelaksana kebijakan (birokrasi),

d. Respon dan pasrtisipasi masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak program pembangunan gagal atau tertunda bukan
hanya karena masalah teknis, tetapi karena lemahnya komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus memeriksa keempat indikator tersebut secara
terintegrasi dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol Pematangsiantar—
Parapat. Inilah gap penelitian yang akan diisi dalam penelitian ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik dan Implementasinya

Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah
untuk memecahkan masalah publik (Dye, 2009; Anderson, 2009). Proses kebijakan publik umumnya
mencakup, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi (Dunn,
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2007). Di antara tahap tersebut, implementasi menjadi tahap kritis karena keberhasilan kebijakan ditentukan
oleh bagaimana kebijakan diterapkan secara nyata.

Menurut Charles O. Jones (1996), implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga aktivitas utama:
a. Organisasi, pembentukan struktur dan penataan sumber daya,

b. Interpretasi, penerjemahan kebijakan menjadi petunjuk operasional yang mudah dipahami,

c. Aplikasi, pelaksanaan kebijakan melalui langkah nyata di lapangan.

Selain itu, Jones menambahkan empat indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang diukur
berdasarkan aspek komunikasi kebijakan, yakni kejelasan pesan kebijakan, saluran komunikasi, kejelasan
struktur pelaksana, dan respon masyarakat. Teori ini relevan untuk menilai bagaimana komunikasi
kebijakan pemerintah memengaruhi penerimaan masyarakat, khususnya pada konteks pengadaan tanah.

2.2. Komunikasi Kebijakan Publik

Komunikasi kebijakan menurut Solichin Abdul Wahab (2005) adalah proses penyampaian pesan, program,
dan tujuan kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat, untuk mencapai kesepahaman dan partisipasi
sehingga tujuan negara tercapai. Komunikasi kebijakan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi
juga upaya membangun kepercayaan dan mengurangi resistensi masyarakat terhadap kebijakan.
Permasalahan komunikasi sering menjadi penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan publik,
seperti rendahnya partisipasi, resistensi, atau salah paham masyarakat.

2.3. Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pembangunan untuk kepentingan umum adalah pembangunan yang manfaatnya dirasakan secara luas, tidak
hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Menurut Maria Sumardjono dan Adrian Sutedi, pembangunan
seperti jalan tol wajib memenuhi prinsip kemanfaatan sosial, keadilan (ganti rugi yang layak), kepastian
hukum, dan keterbukaan.

2.4. Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi

Pengadaan tanah adalah serangkaian kegiatan pemerintah memperoleh tanah untuk kepentingan umum
dengan memberikan ganti rugi yang layak (Sumardjono, 2001; Sutedi, 2006). Bentuk pengadaan tanah
meliputi:

a. Pelepasan hak atas tanah (berdasar musyawarah dan kesepakatan),

b. Pencabutan hak atas tanah (sebagai upaya terakhir jika musyawarah gagal).

Ganti rugi dapat berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain
yang disepakati. Prinsipnya, ganti rugi harus wajar, adil, dan didasarkan penilaian independen (appraisal).

2.5. Infrastruktur dan Perannya

Menurut Grigg (2005) yang sejalan dengan pengertian dari World Bank (1994) infrastruktur adalah sistem
fisik yang menopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, meliputi transportasi, energi, air,
telekomunikasi, dsb. Infrastruktur transportasi seperti jalan tol penting untuk meningkatkan konektivitas,
menurunkan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan wilayah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bersifat
purposive sampling, yakni di mana proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai
langsung pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai informan kunci, informan utama dan informan khusus
yang pemilihannya berdasarkan pada tujuan penelitian ini. Fokus penelitian ini terarah pada objek, situasi,
atau peristiwa yang tengah berlangsung saat ini, baik itu berupa pernyataan lisan, tulisan, maupun perilaku
yang dapat diamati. Metode kualitatif sendiri digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam
mengenai suatu fenomena sosial dengan cara mendeskripsikan kenyataan secara apa adanya. Kenyataan
tersebut disusun melalui kata-kata yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, kemudian diolah
menggunakan teknik pengumpulan serta analisis data yang sesuai dengan konteks dan kondisi di lapangan
yang bersifat alami.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Pelaksanaan Komunikasi Kebijakan dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur
Jalan Tol Pematangsiantar—Parapat

Pada setiap gambar harus diberikan keterangan di bawah gambar. Keterangan pada tabel diberikan di atas

Pelaksanaan komunikasi kebijakan dalam pengadaan tanah ~ jalan tol Pematangsiantar — Parapat

dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones yang memuat indikator kejelasan

pesan kebijakan, saluran komunikasi, kejelasan pelaksana kebijakan, dan respon masyarakat.

a. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun pemerintah dan tim pengadaan tanah telah
berupaya menyampaikan pesan kebijakan melalui beberapa kali sosialisasi dan rapat, masyarakat
terdampak masih mengalami kesulitan memahami isi kebijakan secara menyeluruh. Beberapa warga
mengaku belum memahami secara rinci besaran dan bentuk ganti rugi, prosedur relokasi makam, dan
alasan pemerintah menetapkan lokasi relokasi yang baru. Situasi ini diperparah oleh ketidakhadiran
sebagian warga dalam pertemuan, sehingga tidak semua informasi diterima merata. Ketidakjelasan
pesan kebijakan juga dipengaruhi oleh penggunaan bahasa formal atau istilah teknis yang sulit
dipahami, serta perbedaan latar belakang pendidikan dan akses informasi di kalangan warga. Akibatnya,
muncul resistensi baik dalam bentuk penolakan maupun keraguan untuk mengikuti proses secara aktif.

b. Sementara itu, saluran komunikasi utama yang digunakan oleh tim pengadaan tanah dan pemerintah

adalah rapat tatap muka, musyawarah desa, dan penyampaian surat pemberitahuan. Saluran
komunikasi tatap muka dinilai cukup efektif oleh sebagian masyarakat karena memungkinkan
terjadinya dialog langsung dan klarifikasi pertanyaan yang muncul. Kehadiran aparatur pemerintah
seperti camat, lurah, dan petugas BPN secara langsung juga memberi kesan keseriusan pemerintah
dalam melibatkan masyarakat. Namun demikian, efektivitas saluran komunikasi ini masih terbatas
karena beberapa faktor: tidak semua warga dapat hadir pada jadwal yang telah ditentukan,
penyampaian informasi cenderung satu arah, serta ketiadaan media pendukung seperti leaflet atau
dokumen ringkasan yang dapat membantu masyarakat memahami kembali isi kebijakan setelah rapat
selesai. Hal ini menyebabkan informasi tidak selalu tersampaikan secara utuh dan menimbulkan
persepsi berbeda di kalangan masyarakat.

c. Kejelasan pelaksana kebijakan sebenarnya sudah cukup baik karena struktur organisasi yang terlibat
dalam pengadaan tanah telah sesuai ketentuan nasional. Masyarakat umumnya mengetahui pihak-pihak
yang berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Tol),
Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta pejabat pemerintahan daerah seperti camat dan lurah. Kehadiran
pihak- pihak tersebut dalam proses sosialisasi juga membantu menegaskan peran mereka. Meski
demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua warga memahami secara detail fungsi dan
kewenangan masing-masing pihak, sehingga jika muncul keluhan atau keberatan, masyarakat masih
merasa bingung kepada siapa harus menyampaikan. Koordinasi antar lembaga juga belum selalu
optimal, yang berpotensi memunculkan informasi yang berbeda-beda di tingkat lapangan.

d. Respon masyarakat terhadap komunikasi kebijakan cenderung pasif. Sebagian besar warga hanya
mengikuti prosedur administratif, menerima informasi sebagaimana adanya, tanpa aktif bertanya atau
menyampaikan keberatan. Ada rasa segan atau takut menentang kebijakan pemerintah, hingga
menerima apa adanya. Di sisi lain, muncul juga resistensi yang lebih terbuka, terutama terkait keputusan
relokasi makam yang dinilai tidak melibatkan masyarakat sejak awal. Namun secara umum, partisipasi
aktif masih rendah. Keputusan menerima ganti rugi lebih banyak didorong oleh kebutuhan praktis dan
keinginan untuk menghindari konflik, bukan karena pemahaman yang utuh terhadap kebijakan. Situasi
ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan komunikasi kebijakan telah dilakukan, kualitas
komunikasi dua arah belum sepenuhnya tercapai.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Komunikasi Kebijakan

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas komunikasi kebijakan dalam pengadaan tanah dipengaruhi
oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah adanya saluran komunikasi
tatap muka yang memungkinkan klarifikasi langsung, struktur pelaksana kebijakan yang cukup jelas dan
dapat diidentifikasi masyarakat, serta kehadiran langsung aparatur pemerintah yang memberi kesan bahwa
masyarakat dihargai. Faktor- faktor ini berperan penting untuk membangun kepercayaan dan
mempermudah pemahaman warga.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang signifikan. Pertama, ketidakjelasan isi pesan
kebijakan yang menyebabkan interpretasi berbeda-beda di kalangan warga. Kedua, keputusan penting
seperti penetapan lokasi relokasi makam dilakukan tanpa keterlibatan aktif masyarakat, sehingga muncul
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anggapan bahwa pemerintah membuat keputusan secara sepihak. Ketiga, perbedaan latar belakang
pendidikan dan profesi membuat penerimaan informasi tidak merata. Keempat, ketiadaan media pendukung
seperti brosur atau penjelasan tertulis yang dapat dibawa pulang oleh masyarakat. Terakhir, adanya pihak
ketiga atau oknum mafia tanah yang memanfaatkan celah komunikasi untuk mempengaruhi opini
masyarakat, yang semakin memperkuat resistensi.

4.3 Bentuk Respon dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Komunikasi Kebijakan
Pengadaan Tanah

Respon masyarakat terhadap kebijakan pengadaan tanah dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu penolakan
secara terbuka dan penolakan secara pasif. Penolakan secara terbuka terjadi ketika sebagian masyarakat
menyatakan keberatan secara langsung dalam forum musyawarah atau memilih tidak hadir sebagai bentuk
protes, khususnya menolak hasil musyawarah tentang lokasi relokasi makam. Sikap ini muncul sebagai
wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap proses komunikasi yang mereka nilai tidak transparan dan tidak
partisipatif.

Sementara itu, penolakan secara pasif ditunjukkan oleh sebagian besar warga yang tetap hadir dalam proses
administratif tetapi tidak mengajukan pertanyaan atau keberatan, meskipun sebenarnya masih menyimpan
keraguan dan ketidakpuasan. Penolakan pasif ini lahir dari budaya patuh, rasa segan terhadap pemerintah,
serta anggapan bahwa kebijakan pemerintah sudah final dan tidak dapat diubah. Akhirnya, meski
masyarakat secara administratif mengikuti proses, dukungan yang muncul bersifat pasif, bukan partisipasi
aktif yang dilandasi pemahaman dan persetujuan yang utuh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses pengadaan tanah untuk kebijakan pembangunan memerlukan strategi komunikasi yang efektif oleh para
pemangku kepentingan dan perlu melibatkan secara aktif masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan
kebijakan yang akan diimplementasikan. Dari segi komunikasi yang berperan dalam implementasi kebijakan
pembangunan jalan tol Pematangsiantar — Parapat dalam konteks pengadaan tanah sangat penting
diterapkan agar tercapainya keberhasilan dari program yang dicanangkan pemerintah, yakni pembangunan
berkelanjutan. Meskipun terdapat beberapa indikator yang belum maksimal dalam pelaksanaannya, namun hasil
akhir dari proses ini tercapainya kata mufakat. Komunikasi kebijakan dalam pengadaan tanah masih belum
sepenuhnya ideal. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi langsung dan pembentukan tim pengadaan tanah, tetap
terjadi resistensi akibat ketidakjelasan informasi. Berikut berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Charles
O. Jones dan penerapannya belum ideal untuk memberhasilkan implementasi kebijakan pada pembangunan
infrastruktur jalan tol Pematangsiantar — Parapat.

a. Resistensi muncul karena kesalahan komunikasi (ketidakjelasan isi kebijakan) dan adanya keputusan
sepihak.

b. Pemilihan saluran komunikasi (sosialisasi tatap muka) cukup membantu tercapainya kesepakatan akhir.

C. Struktur pelaksana kebijakan jelas, sesuai regulasi.

d. Partisipasi masyarakat rendah, masih dominan pasif, dan ruang komunikasi
dua arah belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan respon masyarakat yang buruk dengan adanya dua
resistensi, yakni penolakan terbuka dan penolakan pasif.

Saran

a. Pemerintah perlu memperbaiki transparansi komunikasi, memberikan informasi yang lebih
lengkap dan mudah dipahami.

b. Perlu melibatkan masyarakat lebih aktif, membuka ruang diskusi dua arah sejak awal proses.

c. Perlu pendekatan persuasif yang lebih humanis agar kebijakan tidak hanya diterima
administratif, tetapi juga didukung secara sukarela oleh masyarakat.

d. Mencegah keterlibatan pihak ketiga yang memicu konflik dan memperkuat koordinasi
antarpelaksana kebijakan.
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